
BUPATI NIAS, 

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang 
penting guna membiayai pelaksanaan 
pemerin tahan daerah dalam melaksanakan 
pelayanan kepada masyarakat serta 
mewujudkan kemandirian daerah; 

b. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Jasa Umum, perlu 
disusun petunjuk teknis pelaksanaan 
pemungutan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi di Kabupaten Nias; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi di 
Kabupaten Nias; 

Menimbang 
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1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonorn 
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 3881); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

Mengingat 



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 725); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
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11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
ten tang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 



Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4532); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 130); 

21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri 
Komunikasi dan Inforrnatika dan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
18 Tahun 2009, Nomor 07 /PRT /M/2009, 
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Nomor 19/PER/M.KOMINF0/03/2009, 
Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Bersama 
Menara Telekomunikasi; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur 
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain 
Lain; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Ka bu paten Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 13); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 8); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 
10); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 
7 Seri E); 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2011 Nomor 10 Seri E); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN NIAS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai penyelenggara unsur pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Nias. 
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Nias. 

5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika 
adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Nias. 

6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan 
Kabupaten Nias. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 
daerah kabupaten dan daerah kota. 

8. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
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pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 
urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan. 

9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas 
tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Nias. 

11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengmman 
dan/atau penerimaan dari setiap inforrnasi dalam bentuk 
tanda -tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi 
melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 
elektromagnetik lainnya. 

12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara 
adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang 
didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan 
satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur 
fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai 
simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana 
fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai 
sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 

13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang 
selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara 
telekomunikasi. 

14. Wajib Retribusi adalah badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 
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15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 

16. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB 
adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan. 

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan 
pedalaman dan/ a tau laut. 

19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata -rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
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22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada 
PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dengan Nomor AC. 
004. 

23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau 
denda. 

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang 
dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan 
daerah dan retribusi daerah. 

28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah 
· serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 

mencari serta mengurnpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 
serta menemukan tersangkanya. 
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BABVI 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 6 
( 1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor 

sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana 
tercan tum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan 
STRD. 

(2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
perbulan dari pokok retribusi terutang. 

BABV 
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 5 
(1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3), dituangkan dalam SKRD. 
(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ditanda tangani 

oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
disampaikan kepada Wajib Retribusi. 

(4) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari kalender sejak diterima SKRD. 

(5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati 
ini. 

b. perhitungan biaya pembangunan Menara. 
(3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati 
ini. 



BAB III 
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI 

Pasal 3 
(1) Tarif Retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP. 
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah NJOP 

sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB. 
(3) Dalam hal objek Retribusi belum diterbitkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan 
NJOP didasarkan pada perhitungan Biaya Pembuatan Baru 
Bangunan Menara (BPBM) atau mengacu pada NJOP objek 
lainnya yang sejenis. 

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau 
paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

BABIV 
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal 4 
( 1) Perhitungan Retribusi berdasarkan frekuensi pelayanan 

pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, 
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan 
kepentingan umum. 

(2) Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sulit ditentukan, serta untuk memudahkan 
perhitungan, maka perhitungan retribusi memperhatikan 
parameter-parameter sebagai berikut: 
a. berdasarkan ketinggian Menara; dan 
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BAB II 
MASA RETRIBUSI 

Pasal 2 
Masa Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 
(satu) tahun. 
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(3) Bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi 
terutang · paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 
setinggi-tingginya 48 % (empat puluh delapan persen). 

(4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak 
dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam 
STRD, maka Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan 
himbauan dan/ atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam 
tenggang waktu 15 (lima belas] hari kalender. 

(5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau pejabat 
yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Bupati. 

(6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika atau pejabat yang ditunjuk, 
Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, 
maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi 
terutang dan denda keterlambatan. 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI 

Pasal 7 
(1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan 

menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Wajib Retribusi membayarkan retribusi terutang kepada 

Bendahara Penerimaan atau ke RKUD. 
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ke RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib 
menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala 
Dinas Perhubungan, Komunikasi clan Informatika atau 
pejabat yang ditunjuk. 
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BAB VIII 
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN 

PENGHAPUSAN RETRIBUSI BESERTA SANKSI 
ADMINISTRATIF 

Pasal 8 
( 1) Bupati a tau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 

keringanan, pengurangan, dan penghapusan retribusi. 
(2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diberikan dalam hal-hal tertentu dengan melihat 
kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, 
pengurangan dan penghapusan retribusi akan diatur 
tersendiri dengan Peraturan Bupati atas usul bersama 
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
dan Kepala Dinas Pendapatan. 

BAB IX 
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 9 
Tata cara pemberian insentif pemungutan berpedoman kepada 
ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 
Tahun 2011 Ten tang Retribusi Jasa Umum. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2013 NOMOR 226 SERIE 

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 

BUPATI NIAS, 
ttd 

SOKHIATULO LAOLI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati Nias mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 


